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WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 16 TAHUN  2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 58 TAHUN 
2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN 

LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas-tugas/pekerjaan di luar jam kerja bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di
lapangan pada bidang perhubungan perlu diberikan 
uang lembur dan unag makan lembur, untuk itu perlu 
mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur 
dan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud          
pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi 
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran 
Uang Lembur dan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494)

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 
Kerja di Lingkungan Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi No. 08 Tahun 1996 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan 
Lembaga Pemerintah.;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 
Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang 
Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 
Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 
04);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12 );

19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang 
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap 
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 59 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 58 TAHUN 
2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR 
DAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA BUKITTINGGI

Pasal  I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 59) pada ayat (3) setelah huruf b ditambah 1 (satu) 
huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) PNS/PTT dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk 
kepentingan dinas di luar jam kerja. 



4

(2) Kerja lembur yang dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD 
dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi Petugas Lapangan dan tidak 
termasuk kerja dalam rangka kepanitiaan kegiatan.

(3) PNS/PTT yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 
a. Petugas Lapangan di bidang Kebersihan/Pertamanan.
b. Petugas Lapangan di bidang Pariwisatan, dan 
c. Petugas Lapangan di bidang Perhubungan

(4) Perintah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dikeluarkan   oleh   
Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah Tugas Kerja Lembur.

(5) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk 
hari-hari tertentu saat PNS / PTT melakukan kerja lembur.

(6) Surat Perintah Tugas Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama 
PNS/PTT yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja 
lembur, lamanya waktu kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 27 Juli 2015           

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Juli 2015             

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

            dto,

                       YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 16



[image: image1.png]

WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 16 TAHUN  2015

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 


DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


 WALIKOTA BUKITTINGGI,

		Menimbang

		:

		a.

		bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas/pekerjaan di luar jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di lapangan pada bidang perhubungan perlu diberikan uang lembur dan unag makan lembur, untuk itu perlu mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi ;



		

		

		b.



		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud          pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;



		Mengingat

		:

		1.

		Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);



		

		

		2.

		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851);



		

		

		3.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		4.

		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



		

		

		5.



		Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



		

		

		6.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



		

		

		7.

		Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)



		

		

		8.

		Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



		

		

		9.

		Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)



		

		

		10.

		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



		

		

		11.

		Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;



		

		

		12.

		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.;



		

		

		13.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



		

		

		14.

		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);



		

		

		15.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



		

		

		16.

		Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);



		

		

		17.

		Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);



		

		

		18.

		Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12 );



		

		

		19.

		Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 59 );





MEMUTUSKAN :

		Menetapkan

		:

		PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI





Pasal  I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 59) pada ayat (3) setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) PNS/PTT dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja. 

(2) Kerja lembur yang dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi Petugas Lapangan dan tidak termasuk kerja dalam rangka kepanitiaan kegiatan.


(3) PNS/PTT yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

a. Petugas Lapangan di bidang Kebersihan/Pertamanan.


b. Petugas Lapangan di bidang Pariwisatan, dan 

c. Petugas Lapangan di bidang Perhubungan

(4) Perintah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dikeluarkan   oleh   Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah Tugas Kerja Lembur.


(5) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat PNS / PTT melakukan kerja lembur.


(6) Surat Perintah Tugas Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama PNS/PTT yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

		Ditetapkan di Bukittinggi



		pada tanggal

		27 Juli 2015           





WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

ISMET AMZIS

		Diundangkan di

		Bukittinggi



		pada tanggal

		27 Juli 2015             





SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI




            dto,

                       YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 16 
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